WALIKOTA PALEMBANG
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah

Mengingat :

dan Retribusi Dacrah, dan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli dacrah (PAD)
Kota Palembang dari sektor pemeriksaan alat pemadam kebakaran, perlu merubah dan
meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Pembinaan dan Retribusi Penanggulangan Bahaya Kebakaran, sudah lidak sesuai denpan
perkembangan keadaan dewasa ini ;

b. bahwa schubungan dengan hurufa, ancaman bahaya kebakarun merupakan suatu bahaya

yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap
keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran
pembangunan, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan
berkesinambungan ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurof b,

perlu membentuk Pemturan Daerah tentang Pembinean dan Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran.

. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 lentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 dan

Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Namor 3209 );

. Undang-Undang Nomor 28 1whun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambzhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban Dacrah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4437) scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah

(LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambazhan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);





